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PERATORAN DAERAH PROPINST KALLMANTAN TENGAH.
0. C}z/ DPR-GL/1069 .
Tentang

Culzl Biji Keig&a, Kopra, Minyak Xciapa dan Buongzil Xelapa

DENAN PERWAKTLAN RAKYAT DAERAH COYONG ROYONG PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH

Menetuolian Peraturan Ducrall seoagal beriiut

M OB N U T U S5 K A U

PERATURAN DAMRAN PROPINST KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEICUKATAN BLJT XEZLAPA,
KOPRA, MINYAK KELAPA DAN BUNCGKIL KELAPA. ZLAL

(2).

BA3 I
Pencuiaian
Pasal. 1.
3etisg pengusana yong mengaagsul dan ateu wmenpeirdagangiian biji kebapa,

Tensah divajioxan neaodayar culidd,

1pan soperti dimaisud dalan avet (1) diha-
¢ © diberikan oleh Camat Wilgyabh yang ber -
sanglitutan darinana o1ji welapa, opra, minyak kelapa dan bungldl kelapa
dlangkut.
Surat ijin seperti ddnaisuc pada ayat (2) harus selalu dibavwa dan diper-
lihatkan jika se-walitu? diacel.an pemeriksaan oleh petugas yang berwenany
wrtuk itu. ' ‘ '

. Pasal. 2.

Sesairmya cucal sevrerti guaaksud pada pasal 1 oayat (1), dipungut dari
harga rata? pacar scieagsat, masing-nasing gebagal berikut
a. Untulr 9iji tdlapa sebesar ............ 10 persen tiap biji.

N

D, Untuk Lopra Scuesar ecececeseeee....-.» L0 persen tiap ke,

c. untek binyak kelapa szoesar ovee-..... 10 persen tiap satuan alat
takaran yan; berlainc setoapat (kg, liter, botol, blik).

d, Untuk bungkil kelapa sebesar ......... 10 persen tiap kgo

Harra rata-rata pasar setenpat seperti dimeksud pada ayab (1) harus di-
tetapkan pada awal tiap-tian bulan oleh Bupati/Walitota Kepala Daerah
dan aopala hanvor haoupaten adadnistratip serte Kesala Kantor Persiapan
Kabupaten Adminsitratip untul wilsyadmys masing-nesing, dalam bentuk

" Burat Keputusan,

(1),

(2‘/‘0’

/ Pasals 3.
Pelaksanaan pungutan sederti dioalzsud dalam pasal 2 ayat (1) dilaiakan -~
oleh Rupati/Malikota Kepala Daerali atan petugas yang ditunjuk olehnya
untuk pelaksanaan tersebut.

Lepada petugas dinaksud pasal 3 ayat (1) diverivkan uvang jasa sebesar s
S persen dari. jumlah hasil pungutannya.
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kopra, minyak kelapa dan bunglcll kelapa kKeluar Daceah Propinsi Xalimantan

X~



Pasal, k.

(1) Dari Jurllah hasil pung utan cuktal tiap bulan setclah dikurangi uang jasa
seperti dialisud pada pasal 3 ayat (2) ditetapkan seoesar 90 persen untuk
Pemerintah Duerah Kabupaten/Fotumadya yang be.sangikutan dan 10 persen un-
tuls Penerintah Daerzh Propinsl Kalimantan Tengah.

(2). Termasuk bagian vang ditetapkan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Xotama-
dya dimaksud dalam ayat (1), vaitu sevanyak 75 persen oleh Bupati/Walikota
disalurkan guna pembanyunan ¢i Daerah penghasil (Kecamatan)yang bersangkut
an, -

(3), Bagian yang ditetapkan untuk Ponerintah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah

) seperti dimahsud pada ayat (1) harues distor oleh ,Bupati/Walikota Kepala
Daerah yang dersangloutan kwauq kas Vaerah Propinsi Kalimantan Tengah pada
awal tiap~tiap oulan.

BAS, IT.

KETENTUAN PIDANA.
Pasal, &,

Pelangiara: atas ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Yaerah
ini diancam dengan huiuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) oulen atau denda
sebanyak-banyaknya Rp.10,000,~ (sepuluh ribu ripiah).

Bi3. III.
KETENTUAN PENUTGP,
Pasal. 6. '

Bupati/Walikota kepala Yaerah yang bersangkutan diwajibkan memberikan la-
poran tiap triwulan kepada Gubernmur Kepala “aerah Propinsi Kalimantan Tengah
atas hasil pungutan cukai yang dilakukan didalam wilayaimnya masing-masing.

Pasal. T

(1). Hal-hal vang pelum diatur dalam Peraturan Daerah ini ghian diabur kenudian
oleh Gubernur Kepala Yaerah Propinsi Kalimantan Tengan,

{2), Peraturan Daerah ini disebut Peratur.n Daerah Propinsi ilzlimantan Tengah

Fentang pencukaian " biji kelapa, kopra, minyak kelapa dan bungkil kelapa'.

(3). Peraturan Daerah ind mulal berlalku sejak tangpal ditetapkan.

(L), Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangannya dengan

menempatkan dalam Lembaran Dasrah Propinsi Kalimantan Tengah.

DITEYAPKAN 1T PA.'LANC&([L RAYA.
PADA  TENGGAL : 2L MARET 1969.
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Peraturan Daerah terseout diatas, telah disvahkan oleh Gub.EDI.
Prop.Xalteng Nomor : Pemda 36-I-3/PD/196% tanggal 31 Desember 19653;3

]

Diundangkan di Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Teng sahl uanggg

1 Januari 19?0 dengan Seri 4 Ho 6 tahun’ 1970
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PE§J ZLASAN UMUM.

Daerah Propinsi Kalimantan Te’:x‘l;_»gah terutama dacrali-daerah pesisir
dari Kabupaten Kaopuas, Kaoupaten Kotavaringin Timur dan Kabupaten Xota-
waringin Barat adalall daeraly yang banyaic nenghasilkan buah kelapa untuk
diperdagangkan bali daulam bentuk biji kelapa, kopra, minvak Kelapa nau-

pun bungikil kelapa.,

Oleh karena itu scoagal salah satu usaha dalas meninguataan sunber
sumber penghasilan daerah terutana gintuk sultseshya palaitsanaan Repelita
Daerah Propinsi Kalimantan Tengah, naka dirasu perlu untuk menpadalkan
sungutan cukal atas biji kclapa, Xopra, minyas kelapa dan bungkil kelapa
vang diangkut dan atau dinerdogangkan keluar dacrah Propninsi Xalimantan

Tengah,

Bahwa dengan Undang-Undang Jomor : 32 Talmn 1956 " pajak kopra" di
serahizan kepada Daerah tingkat IT (dan untuk ini berlalw Undang-Undang
Negara Republik Incionesia*&“imur fiomor : 16 talun 1949, sabagal pecoman)
berdasarkan Surat Keputusan ienveri Perdagangan Nomor : 009/5:/1/1967
tentang tata Niaga kopra, maka Daerah Tingkat I, diperkenanizan memungut

culktal kopra, setinggi-tingginya 10 persen.
Penjelasan pasd dsidl pasal,

~ Pasal 2 ayat (2) :
Marga rata-rata pasar setempat yang ditetapkan dalan Surat €eputusan
penjavat-penjabat dimaksud, didasarian atas pertinbangan dari Camat/

Kenala Penerintah Kecamatan yang bersangcutan.

- Pasal~pasal lain : culup jelas.



